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Abstrak 
Pengaturan lisensi sebagai upaya mensejahterakan pemegang Hak Cipta dari budaya tradisional dan 
ekspresi budaya tradisional (seni rupa, musik, tari, santra, kerawitan, pura, dan situs) berlandaskan 
pada undang-undang Cagar Budaya dan undang-undang Hak Cipta. Fokus permasalahan: 1. 
Bagaimana pengaturan lisensi budaya tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia?. 2 
Bagaimana pelaksanaan undang-undang Cagar Budaya dan undang-undang Hak Cipta lisensi budaya 
tradisional dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia?. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui 
pengaturan lisensi budaya tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. 2. Mengetahui 
pelaksanaan lisensi dan royati budaya tradisional dan ekspresi budaya tradisional (EBT) dengan 
undang-undang Cagar Budaya dan undang-undang Hak Cipta. Metode penelitian kualitatif, 
pendekatan imperis yuridis berdasarkan undang-undang Hak Cipta. Temuan penelitian: pengaturan  
lisensi oleh pemegang Hak Cipta dari dua jenis budaya tersebut belum maksimal dan dimanfaatkan 
oleh kelompok masyarakat tertentu.  
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1. Pendahuluan  
 Sulasno, 1971, Universitas Serang 
Raya mengangkat persoalan lisensi hak 
kekayaan intelektual (HKI) dalam persepektif 
hukum perjanjian di Indonesia dengan 
pengaturan lisensi di atur dalam Undang-
undang HKI dan dalam perjanjian (kontrak) 
kerja. Agung Sujatmiko, 2010, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya, mengaangkat 
peran dan arti penting perjanjian lisensi dalam 
melindungi merek terkenal. Perjanjian lisensi 
sebagai suatu cara melindungi hak atas merek 
yang didalamnya mengandung lima prinsip 
hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, 
saling menguntungkan, itikad baik, 
kesepakatan, dan kederajatan 
(https://doi.org/10.22146/jml.16228). Sesuai 
Undang-undang HKI pemegang Hak Cipta 
berhak memberikan lisensi dan berhak 
mendapatkan imbalan berupa royalti. Dalam 
perjanjian kontrak tidak mengalihkan  hak cipta 
milik pemberi lisensi kepada penerima lisensi.  
Kedua hasil penelitian tersebut di atas 
menunjukan lisensi tidak saja di atur dalam Hak 
Cipta, tetapi juga diatur dalam semua jenis Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI), seperti dalam 
merek, paten, dan desain industri (Riswandi, 
Syamsudin: 2004). Penelitian tersebut juga 
menunjukan ada perbedaan pada objek bahasan 
namun ada kesamaan pendekatan imperis 
yuridis. Kesamaan dan relevansi kedua 
penelitian tersebut dengan penelitian penulis 
berjudul: Lisensi: Jaminan Kesejahteraan 
Pemegang Hak Cipta adalah sama-sama 
membahas lingkup lisensi dan relevan menjadi 
rujukan. 
 Lisensi sebagai bentuk perjanjian 
tertulis dilakukan oleh pemegang Hak Cita dan 
penerimanya berhak melakukan produk, 
penggandaan, pemasaran atas ciptaan dan di 
atur dengan ketentuan tertentu. Sedangkan 
royalti adalah bentuk imbalan yang di terima 
oleh pemegang hak sesuai isi perjanjian seperti; 
berapa nilai yang diterima, kapan diterima, 
dalam bentuk rupiah atau uang asing. Pemberi 
dan pemegang lisensi telah ada dalam ikatan 
kerja sama yang memiliki kekuatan hukum 
tertuang dalam bentuk perjanjian kontrak. Pada 
dasarnya pemegang hak telah memberikan 
haknya kepada orang lain untuk memproduksi, 
memperbanyak, memasarkan, menjual, 
mendistribusikan produk berupa barang atau 
jasa. Dalam Undang-undang Hak Cipta, 
Bab.I, ketentuan umum, Pasal 1, butir 14, dan 
Bab.V, Pasal 45, ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) 
mengatur tentang ijin yang diberikan oleh 
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pemegang Hak Cipta terkait kepada pihak lain 
untuk memperbanyak atau memproduksi 
dengan persyaratan tertentu. Ditegaskan pada 
ayat (4)  tersebut ketentuan jumlah pembayaran 
royalti wajib di bayarkan kepada pemegang 
Hak Cipta oleh penerima lisensi sesuai 
kesepakatan tertuang dalam perjanjian kontrak 
(Tim Permata Press: hal 3-31). Pada umumnya 
di Indonesia penggunaan pasal dan ayat 
tersebut masih jarang di manfaatkan, kecuali 
pencipta lagu-lagu, dan penerbitan buku.  
Lisensi di berikan pada pihak lain di 
dasarkan pada kepemilikan perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bidang 
terkait. Begitu pula royalti di terima oleh 
Pencipta mengacu pada pemberian hak 
produksi, pemasaran, perdagangan, pemegang 
hak cipta dalam bentuk perjanjian kontrak 
lisensi. Banyak karya seni, kerajinan, drama, 
sastra, pahatan, ukiran, dan tarian dimanfaatkan 
secara ekonomis oleh pengusaha namun bebas 
atau free royalti. Bidang-bidang tersebut juga 
dilindungi Undang-undang Cagar Budaya,  dan 
Undang-undang HKI bidang Hak Cipta 
No.28,tahun 2014, Pasal 38, mengatur ekspresi 
budaya tradisional dan hak cipta atas diciptaan 
yang tidak diketahui diatur seperti berikut. 
 (1) Hak cipta atas ekspresi budaya   tradisional 
dipegang oleh negara. 
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, 
dan memelihara ekspresi budaya 
tradisional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus memperhatikan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat pengembannya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta 
yang dipegang oleh Negara atas ekspresi 
budaya tradisional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Saidin 
(2004: 9) mengakuai dan dapat memberikan 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
pada setiap hasil karya intelektual yang 
diciptakan atas dasar rasio dan nalar yang 
memiliki nilai original. Motif budaya 
tradisional dan foklor di masing-masing daerah 
di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh 
pengusaha lokal atau asing, namun tidak pernah 
ada lisensi dan perjanjian kontrak.  Seperti 
halnya motif batik asal Klampar Madura 
dimanfaatkan oleh desainer lokal Embran 
Nawawi dengan cara mengekplorasi untuk 
fashion (Jawa Post:13 Oktober 2017).  
Dalam undang-undang Hak Cipta 
budaya tradisi dan foklor kepemilikan hak cipta 
ada di tangan pemerintah daerah (Pemda). 
Pemerintah daerah berkewenangan untuk 
membuat perjanjian kontrak atau lisensi pada 
pengusaha dan menerima royalti. Dengan 
demikian budaya tradisional (BT) dan ekspresi 
budaya tradisional (EBT) merupakan tambang 
“emas” untuk peningkatan pendapatan asli 
daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat. 
Dalam Undang-undang HKI pada Bab. V. Pasal 
45, ayat (2) semua perbuatan sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (1) lisensi berlaku di 
seluruh Indonesia (Tim Permata Press, hal 31). 
 Berdasarkan latarbelakang tersebut 
budaya tradisional dalam bentuk karya seni 
kerajinan, drama, sastra, pahatan, ukiran, dan 
tarian ada di masing-masing daerah di 
Indonesia pada saat ini masih menjadi 
kebanggaan atau “menara gading” tidak ada 
rayalti yang diterima dari pengusaha yang 
memanfaatkan. Pemda sebagai lembaga 
pemegang hak ciptaan bisa mengeluarkan 
lisensi untuk pengusaha dan mendapatkan 
royalti. Untuk mendalami hal tersebut penting 
dilakukan penelitian terkait dengan judul: 
“Lisensi: Jaminan Kesejahteraan Pemegang 
Hak Cipta”. 
  
PEMBAHASAN 
1. Budaya Tradisional dan Ekspresi 
Budaya Tradisional 
Keterjagaan nilai-nilai tradisi di masing 
daerah di Indonesia sangat tergantung pada 
kepedulian serta kreativitas masyarakat 
pendukung. Implementasi dari sikap kepedulian 
ditandai dengan perhatian, pikiran kreatif, 
ketrampilan, rasa jengah, dan tindakan kongkrit 
sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Oleh 
penggiat budaya penciptaan dengan  metode 
stilisasi, adaftasi, kolaborasi, dan deformasi. 
Pengembangan dengan cara tersebut penting 
agar nilai-nilai tradisi tidak lapuk dan lenyap 
tanpa bekas. Philip Yampolsky  dari Illinois 
University Amerika, peneliti musik Indonesia, 
menjadi dosen tamu di pendidikan Seni Budaya 
Pascasarjana Unesa, pengembangan itu tidak 
penting karena dianggap sebagai ”perusakan” 
nilai tradisi. (wawancara, tgl 10 oktober 2017). 
Tampak pemikiran beliau dilandasi dengan 
teori “modern”, dimana pencipta atau penggiat 
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budaya anti pada “berbau” tradisi. Oleh 
penggiat budaya di Nusantara konsep 
pengembangan dilandasi dengan teori 
“postmodernisme” menghargai nilai-nilai 
tradisi. Konsep pengembangan tersebut 
munculkan nilai-nilai budaya baru dengan 
istilah ekspresi budaya tradisional (EBT 
(Widja.2008). Seperti motif tenun, batik, arca, 
patung, ukiran, pahatan  daerah Toraja, 
Kalimantan, Bali, Asmat, Madura, Nusa 
Tenggara Barat, Jawa, Madura, dan Yogyakarta 
tetap langgeng, terjaga karena terus 
berkembang sesuai kondisi lingkungan.  
Perkembangan budaya tradisional dari 
masing-masing daerah tersebut didukung 
masing etnis dengan aktivitas agama, budaya, 
sosial religius, dan ekonomi. Oleh Lodra (2013) 
disebut sebagai “media ritual” yaitu 
keterpaduan kegiatan agama, sosial religius di 
wujudkan dalam bentuk artefak bersifat sakral. 
Seperti halnya kehidupan riligius umat Hindu di 
Bali melakukan pengorbanan pada leluhurnya 
melalui “pitra yadnya” atau upacara “ngaben”. 
“Media ritual” dibuat dengan cara melakukan 
peniruan, penjiplakan pada nilai-nilai budaya 
tradisi.  Sikap-sikap penghormatan umat Hindu 
di Bali tersebut secara langsung  sudah menjaga 
dan melestarikan nilai budaya sebelumnya. 
Budaya tradisi yang bersifat sakral tersebut 
terus berkembang di masyarakat tanpa ada 
identitas penciptanya, lama kelamaan menjadi 
milik kelompok masyarakat. Warisan budaya 
disebut secara yuridis terlindungi dengan 
undang-undang Cagar Budaya dan undang-
undang HKI bidang Hak Cipta.  
Lingkungan  agama, sosial, adat, dan 
budaya terus berkembang mengikuti kondisi 
masyarakat tempat, penggiat budaya (“undagi”, 
“pengrawit, pelukis, penari) terbawa harus 
perubahan. Perubahan sebagai suatu proses 
pergeseran struktur atau tatanan yang ada dalam 
masyarakat dalam usaha mencapai tujuan yang 
lebih baik. Oleh Piliang (2006) perubahan 
terjadi karena ada “hasrat”dan keinginan hidup 
yang lebih baik. Lebih dalam Karl Marx, 
mengatakan perubahan disebabkan oleh 
perkembangan teknologi, kekuatan produktif,  
dan kelas-kelas sosial. Hal tersebut didukung 
Hoovelt perubahan karena ada nilai perbedaan 
dan kedinamisan (Sojogyo, 1990: 60).  
Sesuai undang-undang Hak Cipta, No 
28, Tahun 2014, pasal 38, dan undang-undang 
Cagar Budaya budaya budaya tradisi dan 
ekspresi budaya tradisional (EBT) hak ciptaan 
di pegang oleh pemerintah (Pemda), individu, 
dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai budaya 
tersebut banyak dimanfaatkan oleh pengusaha 
iklan, fashion, desainer, seniman, film, 
senetron, dan vidio musik yang mendatangkan 
keuntungan. Keuntungan dari pemanfaatan 
kedua jenis budaya tersebut telah diatur dalam 
undang-undang lisensi yang dapat 
mensejahterakan pemegang hak cipta melalui 
berupa royalti. 
2. Kesejahteraan Pencipta 
Manusia dibekali akal, budi, dan daya 
untuk menggapai cita-cita  kesejahteraan sesuai 
dengan tujuan hidup dengan berbuat sesuatu 
berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 
Mereka yang menciptakan benda-benda yang 
dapat dirasakan di raba, berguna untuk pribadi, 
orang lain disebut Pencipta. Menurut undang-
undang Hak Cipta, BAB I, Pasal 1, ayat (2) 
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang 
secara bersama-sama yang atas inspirasinya 
melahirkan suatu ciptaan berdasarkan 
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 
ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke 
dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi 
(Tim Permata Press: 4). 
 Hasil ciptaan Pencipta dapat 
mensejahterakan individu, kelompok, 
masyarakat ketika produk yang diciptakan bisa 
mendapatkan keuntungan finansial membuat 
hidup sejahtera. Kesejahteraan Pencipta 
tersebut menjadi landasan konsep dan filosofis 
adanya perlindungan HKI seperti dalam bidang 
Hak Cipta. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi 
(ekonomic right) dan hak moral (moral right) 
memiliki sifat hak ekslusif bagi pencipta atau 
penerima untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya (Tim Permata Press: 
3). Hak ekonomi adalah hak untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi termasuk 
memberikan lisensi pada pihak-pihak lain 
dengan tujuan kesejahteraan Pencipta. 
 
3. Lisensi. 
Pengertian lisensi dipahami sebagai bentuk 
ijin diberikan ke pihak lain untuk memproduksi, 
memperbanyak, mengedarkan, 
memperdagangkan sebuah ciptaan yang di atur 
dengan ketentuan atau peraturan. Pemegang 
Hak Cipta dapat menikmati hak ekonominya 
sebagai penerima royalti. Sesuai  Bab V.Pasal 
45, Ayat (4) jumlah royalti yang wajib 
dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh 
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pemegang lisensi berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak dengan berpedoman pada 
organisasi profesi. Pada pasal  47.Ayat (2) 
perjanjian kotrak kerja lisensi dicatatakan ke 
Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual 
(Tim Permata Press: 31). Syarat dan tatacara 
permohonan pencatatan perjanjian lisensi di 
perkuat dengan Peraturan Menkumham No. 8 
Tahun 2016 mengatur pencipta dan pengusaha 
dalam mengatur rayalti dari lisensi. Mekanisme 
permohonan lisensi berdasarkan pada 
pengajuan yang telah disepakati oleh pemegang 
hak cipta dan penerima kuasa dalam bentuk 
kontrak kerja dengan tujuan untuk mendukung 
industri, investasi, dan perdagangan global. 
Masa berlaku kontrak kerja dalam bentuk 
lisensi  jangka waktu 5 tahun dan bisa 
diperpanjang kembali sesuai dengan undang-
undang 
(http://www.hakataskekayaanintelektual.com/p
enctatan perjanjianlisensi/syarat).  
Penelitian ini lebih terfokus lisensi budaya 
tradisional dan ekpresi budaya tradisional 
tumbuh kembang di lingkungan masyarakat. 
Selama ini penerimaan  lisensi, royalti 
pemegang hak cipta tidak sesuai dengan 
perundang-undangan. Dalam praktiknya sampai 
pada saat ini pengusaha lokal, asing, bebas, 
leluasa mengambil nilai-nilai budaya tradisional 
dan ekpresi budaya tradisional untuk bisnis 
tanpa ada ikatan perjanjian kotrak lisensi. 
Mereka mendapatkan keuntungan merlipat-libat 
dengan memanfaatkan kedua jenis budaya 
tersebut tanpa beban moral dan royalti. Bahkan 
ada pengusaha asing yang membangun 
usahanya di Bali, memanfaatkan motif-motif 
Bali sekaligus mengklaim sebagai milik pribadi 
dengan perlindungan Hak Cipta (baca kasus 
tahun 2008 ”motif-motif budaya Bali”).  
Undang-undang Hak Cipta Pasal 10, 
Ayat (10, dan Ayat (2) dalam penjelasan 
melindungi foklor dan hasil kebudayaan rakyat 
termasuk budaya tradisional haknya di ada 
lembaga Pemerintah dan ekpresi budaya 
tradisional hak bisa dimiliki oleh individu atau 
kelompok (Saidin: 2004). Pada Ayat (3) untuk 
menggunakan, memanfaatkan, atau 
memperbanyak Ciptaan tersebut orang yang 
bukan warga negara Indonesia terlebih dahulu 
mendapat izin dari instansi terakait. Dilengkapi 
dengan penjelasan Ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) (Tim Permata Press: 
11). Implementasi pengalihan hak cipta dari 
pemerintah, pihak lain untuk di kemersiilkan 
dituangkan dalam bentuk kontrak kerja disebut 
lisensi dengan ketentuan perundangan-
undangan pemilik Hak Cipta memperoleh hak 
ekonomi dalam bentuk royalti. 
 
4. Royalti  
Royalti dari sebuah penciptaan bagaikan 
“ladang subur” yang mampu mensejahterakan 
dan menjamin hidup dari Pencipta. Namun pada 
kenyataan hasil ciptaan seperti budaya 
tradisional, ekspresi budaya tradisional belum 
dimanfaatkan secara maksimal walaupun telah 
ada perlindungan undang-undang Cagar 
Budaya dan Undang-undang Hak Cipta. 
Berbeda dengan kekayaan intelektual dalam 
bidang musik, lagu-lagu yang diputar di 
restauran, hotel, karaoke untuk kepentingan 
komersial dibayarkan atau ditagih sebagai 
bentuk royalti. Besarnya jumlah royalti yang 
diterima terkait dengan musik dan lagu diatur 
dalam perundangan yang ditetapkan oleh 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 
(LMKN) yang mempunyai kewenangan 
menagih, menghimpun, dan mendistribusikan. 
Hasil penelitian di lapangan pengelolaan 
budaya tradisional seperti candi, pura, benda 
cagar budaya dan ekspresi budaya tradisional 
dimanfaatkan oleh pengusaha lokal maupun 
asing tidak di atur dalam bentuk lisensi dan 
royalti. Jika dalam pemanfaatan diatur sesuuai 
dengan perundang-undangan yang dituangkan 
ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) 
seperti halnya dilakukan oleh Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 
Dengan caera demikian royalti dari hasil 
pemanfaatan nilai budaya tersebut sebagai 
pendapatan asli daerah (PAD) jumlahnya besar 
dan waktunya panjang.  
 
5. Model Royalti di Bali 
Sesuai undang-undang Cagar Budaya dan 
Undang- undang Hak Cipta, Nomor 28 Tahun 
2014, pasal 10 Ayat (1) dan (2) dijelaskan  
pemegang ciptaan adalah Negara, seperti 
halnya karya- karya peninggalan pra sejarah, 
sejarah, dan termasuk foklor (ceritra hikayat, 
dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 
tangan, koreografi, tarian, dan kaligrafi) (Lodra, 
2012). Nilai-nilai budaya tersebut bernilai 
ekonomis, seperti dilakukan oleh PT Karya 
Tangan Indah (KTI) perusahan kerajinan perak 
berlokasi di Mambal, Badung, Bali milik oarng 
asing (Radar Bali, 2006). Perusahan yang 
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memproduksi kerajinan perhiasan perak 
tersebut pemanfaatan motif-motif budaya Bali 
sebagai objek kreasi kreatif desain dan 
mendapatkan keuntungan besar (Koran 
Tempo, 01 Juli 2008). Perusahan asing yang 
memanfaatkan nilai budaya Bali terlebih 
dahulu harus memegang lisensi dan 
membayar royalti kepada Pemda sebagai 
pemegang hak cipta. Sesuai undang-undang 
Hak Cipta Pemda Bali berhak untuk 
memberikan lisensi pada PT KTI dan menerima 
royalti dari perusahan tersebut. Pemberian 
lisensi bisa berfungsi ganda dapat royalti dan 
pemerintah daerah dapat memantau dalam 
penggunaan motif, dengan demikian 
penggunaannya tidak melanggar norma-norma 
adat, agama, dan budaya masyarakat Bali.  
Begitu pula pengembangan pariwisata 
budaya Bali (Ardika: 2004) memanfaatkan 
bangunan yang dilindungi undang-undang 
Cagar Budaya dan undang- undang Hak Cipta, 
seperti pura, hutan, sungai, laut kalah cepat 
dengan kelompok masyarakat adat di Bali. 
Seperti pengembangan  “Pura”   Kehen Bangli, 
Besakih Karangasem, Tampak Siring, Tanah 
Lot, Uluwatu, Puseh-Desa Batuan Sukawati, 
hutan Kedaton, hutan Padang Tegal, Ceking 
Indah dikembangkan menjadi objek wisata 
dikelola oleh masyarakat setempat. Pariwisata 
tersebut sebagai pariwisata budaya dan budaya 
pariwisata (Picard: 2006). Dalam manajemen 
pengelolaan hanya dikenakan distribusi dalam 
bentuk tiket masuk, donasi sukarela, dan 
penyewaan pakaian “kamben” (wawancara 
dengan pemandu wisata tgl 10/8/2016). Seperti 
pengelolaan objek wisata “pura” Puseh dan 
Desa Batuan Sukawati Gianyar,  untuk masuk 
dan menikmati objek tersebut tidak dikenakan 
tiket masuk dan sewa sarung atau “kamen” 
hanya ditempel tulisan yang bersifat imbauan 
untuk berdonasi dengan dasar ke iklasan 
(Karmini: 2013). Hal tersebut sebagai bentuk 
kedinamisan sebuah bentuk budaya dikaitkan 
dengan pariwisata spritual (Ardika, Sutaba: 
1989). Setiap hari objek wisata tersebut ramai 
dikunjungi dan dalam hitungan bulan masukan 
dari donasi sudah ratusan juta rupiah 
(wawancara tgl 13/6/2016, dengan Bendesa 
adat Batuan). Begitu pula dengan sitem 
pengelolaan objek wisata yang lain di Bali 
punya kesamaan di kelola oleh kelompok adat. 
Pemasukan dari donasi sukarela, penjualan tiket 
masuk sebagai bentuk royalti yang diterima 
langsung dari pengunjung. Dalam pengelolaan 
Cagar Budaya dan ekspresi budaya tradisional 
(EBT) pemegang hak ciptaan yakni Pemda 
tidang sesuai dengan perundang-undangan. 
Denan demikian Pemda Bali kalah cepat dalam 
memanfaatkan undang-undang Cagar Budaya 
dan Undang-undang Hak Cipta. 
KESIMPULAN 
Pengaturan lisensi, royati budaya tradisional 
dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia 
khususnya di Bali belum berjalan maksimal 
tidak sesuai dengan semangat UUHC dan Cagar 
Budaya tidak diatur dengan baik, seperti halnya 
dilakukan oleh pencipta musik dan lagu. 
Manajemen pengaturan musik dan lagu sudah 
ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 
(LMKN) yang mempunyai kewenangan 
menagih, menghimpun, dan mendistribusikan. 
Pencipta yang karya ciptaannya telah dilindungi 
Hak Cipta dipakai dalam kepentingan bisnis 
akan mendapatkan royalti yang di urus oleh 
LMKN. Dalam hal pengaturan lisensi dari 
pemegang ciptaan sebaiknya 
mengimplementasikan isi dari undang-undang 
Cagar Budaya dan undang- undang Hak Cipta 
untuk mengeluarkan lisensi dengan demikian 
akan didapat royalti.  
 Lisensi, royati budaya tradisional dan 
ekspresi budaya tradisional di Indonesia harus 
diatur sesuai dengan bentuk kegiatan produk 
yang di terima oleh pemegang hak terkait. 
Pemberi atau pemegang hak ciptaan memberi 
lisensi pada pihak terkait secara langsung telah 
ada dalam ikatan kerja sama yang memiliki 
kekuatan hukum tertuang dalam bentuk 
perjanjian kontrak. Dengan demikian pemegang 
hak terkait telah memberikan hak kepada orang 
lain untuk memproduksi, memperbanyak, 
memasarkan, menjual, mendistribusikan berupa 
barang atau jasa dan dari kegiatan tersebut 
dapatkan royalti.  
Dengan demikian selama ini pemanfaatan 
ekonomi pada budaya tradisional dan ekspresi 
budaya tradisional dilakukan oleh kelompok 
masyarakat dan pemegang hak cipta belum 
“hadir” secara maksimal. Kehadiran kelompok 
masyarakat dan pemegang hak cipta dalam hal 
ini Pemerintah Daerah (Pemda) bisa bersama-
sama “hadir” lisensi akan bisa menjamin 
kesejahteraan masyarakat. 
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